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PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUS DALAM PEMBUBARAN 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) 
 
Abstrak 
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan yang sekarang sudah di sahkan menjadi undang-
undang mendapat kritik karena membatasi kebebasan berserikat dan memberi 
peluang pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi 
kemasyarakatan tanpa melalui putusan pengadilan. Berdasarkan perspektif 
demokrasi deliberatiff, tidak adanya proses deliberasi dalam pembentukan hukum 
dapat membuka peluang represi negara terhadap masyarakat sipil. Selain itu, 
berdasarkan perspektif rule of law, tidak adanya deliberasi dalam proses 
pengundangan memperlemah basis legimasi dalam pembentukan hukum. Analisis 
dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dalam tulisan ini 
menunjukkan bahwa walaupun pemerintah memiliki alasan yang kuat terkait 
aspek kekosongan hukum tetapi juga memiliki kelemahan substansial. Pertama, 
minimnya deliberasi di ruang publik dalam pembentukan Perpu Ormas 
melemahkan legitimasi. Kedua, lemahnya argumentasi penggunaan asas 
contrarius actus sebagai alasan mendesak untuk membentuk perpu. Ketiga, 
pembatasan terhadap kemerdekaan berserikat kontradiktif dengan jaminan dalam 
konstitusi, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang 
secara tegas menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-
undang dan tidak menyebutkan perpu sebagai instrumen yang dapat membatasi 
derogable rights. 
 
Kata kunci: contrarius actus, hak asasi manusia, hak berserikat, organisasi 
masyarakat, peraturan pemerintah penggantiundang-undang. 
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APPLICATION OF CONTRANUS ACTUS PRINCIPLES IN THE 
DISTRIBUTION OF ORGANIZATION OF COMMUNITY (ORMAS) 
 
Abstract 
 
Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Amendment 
of Law Number 17 of 2013 on Social Organizations (Perpu on Amendment to the 
Law on Social Organizations)which has now been passed into law is criticized for 
liming freedom of association and allowing the government to revoke the status of 
legal body of social organizations without going through court decisions. Based 
on the perspective of deliberative democracy, the absence of a deliberation 
process in the legislation process can open up opportunities for state repression 
against civil society. Moreover, based on the rule of law perspective, the absence 
of deliberations in the legislation process undermines the legitimacy. The analysis 
with the conceptual and legislative approach in this paper shows that although 
the government has strong reasons for the legal void aspects but also has 
substantial weaknesses. First, the lack of deliberation in the public sphere in the 
formation of the perpu can undermines legitimacy. Secondly, the use of contrarius 
actus principle as urgent reason is a weak argument for establishing the Perpu. 
Thirdly, restrictions on freedom of association contradict the guarantees of the 
constuon, parcularly Arcle 28 and Arcle 28J of the 1945 Constitution, which 
expressly state that restrictions must be established by law and do not mention the 
perpu as an instrument that may limit derogable rights. 
 
Keywords: contrarius actus, human rights, freedom of association, mass 
organization, government regulation in lieu of law. 
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BAB IV 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Alasan Pemerintah menjadikan undang-undang nomor 2 tahun 2017 
tentang organisasi kemasyarakatan ini adalah sebagai senjata untuk memerangi 
Ormas - Ormas radikal yang dalam kegiatannya tidak sejalan atau bertentangan 
dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945, karena Undang-
Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 belum memadai. Undang-Undang Ormas 
nomor 17 tahun 2013 belum merupakan senjata yang cukup bagi pemerintah 
untuk melakukan pembubaran terhadap Ormas yang kegiatannya bertentangan 
dengan Pancasila dan UUD 1945. Masih terdapat "kekosongan hukum" di 
dalamnya terkait penerapan sanksi yang efektif bagi ormas. 
Dengan demikian, selain akan menghasilkan sebuah produk undang-
undang yang cacat hukum, juga akan semakin mudah bagi seorang Presiden untuk 
memanfaatkan kewenangan penerbitan perppu terhadap kepentingan-kepentingan 
tertentu, diluar dari pada kepentingan bangsa dan negara. 
Lebih parahnya lagi, kewenangan mutlak Presiden dalam mengeluarkan 
sebuah perppuakandapatmemberikanpeluang bagi Presiden untuk berlaku 
sewenang- wenang, baik dalam upaya mempertahankan pemerintahannya, 
maupun untuk menindas lawan-lawan politiknya. Meskipun ada keharusan uji 
objektif perppu di DPR, dalam kondisi pemerintahan otoritarian, Presiden dapat 
saja menyimpangi ketentuan tersebut, dan menghindari penolakan dari DPR. 
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Presiden dapat mengeluarkan perppu untuk jangka waktu tertentu, untuk 
selanjutnya dicabut kembali oleh Presiden atau ditolak oleh DPR. 
2. Ada tindakan melangkahi hukum dalam isi undang-undang nomor 2 tahun 
2017 tentang organisasi kemasyarakatan ini.Pembubaran ormas dengan hanya 
berdasarkan pertimbangan subyektif pemerintah terhadap sebuah ormas dan 
penghilangan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran sebuah ormas bagi 
saya adalah pengingkaran terhadap hukum dan nilai - nilai demokrasi. Ini juga 
merupakan upaya penghilangan hak - hak demokrasi warga negara (sebuah usaha 
yang jelas membuka jalan menuju otoritarianisme). Penggunan asas Contrarius 
Actus yang melandasi terbitnya undang-undang nomor 2 tahun2017 tentang 
organisasi kemasyarakatan ini tidaklah tepat. 
Jika benar Indonesia adalah negara hukum, maka mekanisme pembubaran 
Ormas melalui jalur peradilan adalah sebuah keharusan. Tidak ada alasan yang 
tepat bagi kita untuk tidak menggunakan mekanisme peradilan. Jika proses 
pembubaran ormas terkesan lama seperti diatur dalam Undang-Undang nomor 17 
tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (ORMAS) sebelumnya, maka 
pemerintah hanya perlu mempersingkat prosesnya, bukan menghilangkan hal 
terpenting dari hukum itu sendiri. 
Saran 
1. Sebaiknya pemerintah menilai revisi Undang-undang Ormas hasil 
pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2017 akan lebih cepat jika menjadi inisiatif DPR. Karenanya,kami menilai tidak 
perlu menunggu dari pihak pemerintah untuk mengusulkan revisi UU Ormas 
nomor 2 tahun 2017. 
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2. Penulis berharap kepada pemerintah untuk tidak bertindak sewenang-
wenang dan agar supaya pemerintah benar-benar melaksanakan Undang-Undang 
Dasar 1945 secara konsisten serta asas-asas hukum yang berlaku umum demi 
meningkatkan semangat demokrasi di Indonesia; 
Penulis mendukung pembubaran Ormas yang bertentangan dengan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 apabila secara sah dan meyakinkan 
bertentangan dan dibuktikan di pengadilan yang didahului oleh pemberian sanksi 
administrasi, surat peringatan, penghentian bantuan dana sebagaimana prosedur 
dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
Kalau pemerintah juga bisa saja. Tapi menurut kami yang tercepat adalah 
inisiatif DPR dan kita mulai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada masuk prolegnas dan lain sebagainya. 
Dan kami berharap bahwa pihak yang menilai layak menetapkan sanksi 
adalah dari pihak pengadilan. Sehingga yang menentukan harusnya daripada 
yudikatif dari pengadilan, menetapkan sanksi apakah melanggar atau tidak, kita 
harus melaluidue process of law. 
Apalagi, dalam UU Ormas juga menetapkan sanksi tak hanya kepada 
pimpinan ormas, melainkan juga para anggota ormas tersebut. "Coba bayangkan 
seandainya ada ormas yang terkena dari suatu sanksi tersebut itu seluruh 
anggotanya seluruh indonesia akan terkena sanksi.oleh sebab Itu tentunya harus 
dilaksanakan betul betul due process of law." 
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